
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.
5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan atas permasalahan dan
pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemidanaan rumah sakit diatur dalam Undang-Undang Kesehatan
2023 dimana dalam Undang-Undang tersebut rumah sakit (korporasi)
sudah diakui sebagai subjek hukum pidana. Rumah sakit dapat
dimintakan pertanggungjawaban secara pidana jika memenuhi (unsur)
yang ditentukan oleh Undang-Undang Kesehatan 2023. Kriteria dalam
Undang-Undang Kesehatan 2023 yaitu ketika seseorang melakukan
tindak pidana dimana ia bertindak sebagai untuk dan/atau atas nama
korporasi maka dianggap korporasi melakukan tindak pidana. Selain
itu, rumah sakit dapat dianggap melakukan tindak pidana ketika tindak
pidana itu dilakukan untuk memenuhi maksud dan tujuan rumah sakit,
digunakan untuk menguntungkan rumah sakit secara melawan hukum.

2. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit ketika dokter melakukan
kelalaian atau kealpaan dalam pelayanan kesehatan mengakibatkan
pasien luka berat atau kematian tidak diatur dalam Undang-Undang
Kesehatan 2023. Sehingga, karena hal tersebut tidak diatur dalam
Undang-Undang Kesehatan 2023 maka kita bisa melihat pada KUHP
Nasional. Ketika dokter melakukan kealpaan atau kelalaian dan
menyebabkan pasien luka berat hingga kematian, menurut KUHP
Nasional, sama saja rumah sakit dianggap tidak melakukan
pencegahan serta tidak memastikan kepatuhan terhadap
undang-undang yang berlaku, sehingga rumah sakit dianggap
melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban
pidana.
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5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat
memberikan saran sebagai berikut :

1. Dengan dianggapnya rumah sakit sebagai suatu korporasi dalam
Undang-Undang Kesehatan 2023, alangkah baiknya jika diperjelas
mengenai kualifikasi atau kriteria pemidanaan terhadap rumah sakit.
Dimana, rumusan mengenai seseorang yang bertindak untuk dan/atau
atas nama tidak dijelaskan secara rinci kriteria atau pihak mana saja
sehingga sebagai pembaca dapat menghasilkan banyak tafsiran. Selain
itu, sebaiknya Undang-Undang Kesehatan 2023 dituliskan
berpedoman atau mengambil konsep tindak pidana korporasi KUHP
Nasional sehingga terjadi keselarasan.

2. Hendaknya demi kepastian hukum, sudah seharusnya dokter yang
melakukan kelalaian atau kealpaan, rumah sakit bertanggung jawab
karena rumah sakit melakukan tindak pidana yaitu tidak berusaha
melakukan pencegahan atau memastikan semua berjalan sesuai hukum
yang berlaku. Namun, aturan ini tidak dapat ditemukan dalam
Undang-Undang Kesehatan 2023 sehingga ketika ingin memintakan
pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan dokter yang melakukan
kealpaan atau kelalaian dan menyebabkan pasien luka berat atau
kematian dapat melihat KUHP Nasional.
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